BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

‘penelitiyn’ imi mengkaji mengenal  penerapan  Electromic
isasi perangkat

alian dalam menunjang

hisatunya adanya pergeseran
budaya penyampaian informasi vang sebelumnya manual melalo kanal media
cetak, baliho, dan papan informasi kemudian bergeser menggunakan media
elektronik seperti website yang terkoneksi jaringan internet.

* Wawan Setiawan, ‘Era Digital Dan Tantangannya', Seminor Nosional Pendidiken, 2017, 1-9.
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Di sisi yang in sistem pemerintahan serta layanan publik yang cepat,
akurat. praktis. dan mudah menjadi poin penting masyarakat dalam menilai
kinerja penyelenggara pemerintahan di era digital saat ini. Hal tersebut menjadi
suatu tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemerintahan dalam memenuhi
kebutuhan akan layanan publik yangidiinginkan. Melihat kondisi tersebut
pihak penyelenggars pe rut serta beradaptasi di era digital
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citizens, bussiner. ard ofer arm o

Yang artinya bahwa E-Govermment mengacu pada pemanfaatan TIK oleh
institusi pemerintah, seperti Wide Area Network, Internet. Mobile Computing,

* Richardus Eko Indrajit, Electronic Government: Strotegi Pembangunan Don Pengembangan
Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknaiogi Digital {Yogyakarta: Andi Offset, 2003).
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yang selanjutnys dapat mendukung transformasi hubungan dengan warga
negara, pelaku bisnis. ataupun institusi pemerintah lainnyn.

Dengan melihat pengertion tersebut, pemerintahan di era digital wajib
membangun sistem E-Governmen: dari pusat maupun daerah, memperkuat

pemerintah daerash secara meluas. Dilansir dari situs menpan go.id (2020)
secara keseluruhan F-Goversment di Indonesia berdasarkan data terbaru
United Nations (UN) E-Government survey pada bulan Juli 2020 menempatkan

' ngtruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijzkan Dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government’.



Indonesia ke peringkat 88 dari 193 negara di dunia dalam hal pengembangan
dan pelaksanaan E-Government atau yang disebut sistem pemerintahan

berbasis electronic (SPBE), Peringkal tersebut menunjukkan kenaikan dari

pada tahun 2018 yang berada pada peringkat 107. Yang didasart penilaian dari

ng atau Online Service Index (OSI),

1 mummmﬂ.ﬂn& ‘Hazil Sureei PBB, “e-Government” Indonesia Maik Peringkat’,
Menpan.Go.ld, 2020 <https:/www. menpan_go.id/site/berita-terkini/hasil-survei-phb-a-
government-indonesia-naik-peringkats.

* Kabar2é.com, 'Implementasi E-Goverment Dipercepat’, Kominfo.go.ld, 2017
<https://kominfo gouid/content/detail/3151/implementasi-e-goverment-
dipercepat/fsorotan_media> jaccessad 11 November 2021).

* E R Batubara and H Helmy, *Analisis Pengembangan Electronic Government Melakui
Panyelenggaraan Website Di Pemerintahan Dasrah Kabupaten Padang Pariaman’, Jurnal



sebagai wujud keseriusan penyelenggara pemenintahan membangun E-
government dalam menunjang layanan publik.

‘Saloh satu penvelenggara layanan publik yang menjadi objek penelitian
mi secara spesifik dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ogyakarta selaku Organisasi

(DISNAKERTRANS) Daersh
Perangkat Daerah (OFD) yang me:
disebut pem n berbasis ¢ engan. menggunakan website
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dalam menunjang layanan publik. Kemudisn sant ini penerapan £-

emamen; di lingkungan Dings Tenaga Kerja dan T |
crmasuk ke dalam  Klasifikasi Government-to-Citizens  (G2C) yakni

instansi pemenintah menggunakan situs website fe
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Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2015 ter r_=-!_3; *embentukan Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerjn Uni ak=ana Teknis di Dinaz Tensga Kerja
dan Transmigrasi DIY", Jika dikaitkan dengan lavanan berbasis omline

Eksplorasi Akuntansi, 1.4 [2019), 1666-86

«<http:/fjea.ppj.unp.acidfindex php/fjealarticle/view/ 169,

" Gubernur DIY, *“Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Momor 92 Tahun 2018
Tentang Pemizentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi. Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pada DiISNAKERTRANS DiY', 2018,



didukung dengan Perstuman Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Pedoman dan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Jaringan Komputer Pemerintah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana dalam peraturan tersebut secara
garis besar bahwa Electronic Gevernment Provinsi DIY terus dikembangkan
untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan

Selanjutnya pada Covid-19 ini didukung dengan regulasi Peraturan

Gubernur Daerah Istimews Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2020 yang secara

* ‘Peraturan Gubermur Daerah |stimewa Yogyakarta Momor 5 Tahun 2006 Tentang Pedoman Dan
Petunjuk Teknis Pemanfaatan laringan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta'.

* Keputusan Kepola Dinas Tenaga Kerjo Dan Transmigrasi Doerch Istimewn Yogyokarto Nomaor
S60/00175 Tahun 2019 Tentong Penetopan Stondar Pefoyanan Dinas Tenogo Kerjo Dan
Tronsmigrost Doeroh Istimews Yogyokorto.



umum memuat panduan pelaksanaan kegiatan lavanan publik di DIY dalam
rangks pencegahan dan pengendalian Covid-19 dimana secara tersirat
pelaksanaan layanan masyarakat dilakukan secara anline'media elektronik!”,

Pmeﬁhnnh;menggunﬁmmmmmdﬂl if Kulitati

ahaan, dan yang terakhir manajemen IT din prganisasi
(Tata Kelola Teknologi Informasi)

" Peratyran Gubernur Doeroh Istimewa Yogyokarto Nomar 48 Tohun 2020 Tentong Ped
Penyusunon Panduan Peloksanean Kegiatan Pelayanan Publik Ban Perekoromion Masyarokat Di
Doerah Istimews Yogyakarta Dolam Pencegahon Don Pengendalion Corong Wirus Disease 201
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Indikator ini teckait dengan infrastruktur atau alit E-grovermment, sumber
daya manusia, manajemen perubahan, dan manajmen pengetahuan'’.

Keempat indikator memurut Valdes. G tersebut digunakan peneliti untuk
menganalisis penerapan E-Govermment di Disnakertrans DIY sehingga dapat

3. Masih bersifat sendiri-sendiri di tiap instansi, schingga beberapa faktor
seperti keamanan, standarisasi, otentikasi vang memungkinkan situs secara

"l Gonzalo Valdés and others; 'Conception, Development and Implementation of an e-
Government Maturity Model in Public Agencies’, Government [nformotion Quartery, 28.2 (2011},
176-87 <httpss/{dor. org/10. 1016/ gig. 2010.04.007>,



aman dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen serta
proses kera kurang terpadu.

4, Pendekatan kepada masyarakat akan layanan publik berbasis elektronik
masih kurang sehingga jangkouan dani layanan tersebut menjadi terbatas’”.

E-Government, maka penelitian tni terknit penerapan E-Government pada

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimews Yogvakarta menjadi
topik menarik dalam pembuatan skripsi ini yang berjudul “Pemerapan E-

4 ‘Instruksi Presiden Republik Indonesia Momor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government’.



Government Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Publik di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta®.

1.2. Rumusan Masalah

I. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini untuk memenuhi tugas skripsi sebagai syarat
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kelulusan dalam menempuh strata | di Prodi llmu Pemenntahan. Kemudian
penelitian ini secora langsung menambah keilmuan maupun pengetahuan
2. Manfaat Bagi Bidang IImu Pemerintahan

v mendasari penelitian,

Tumusan masalah, tujuan penelition, manfaat penelitian, dan sistematika
bah.
Bab II Tinjauan Pustaka
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Pada bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam
penelitian, didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. dan kerangka
i
Bah 111 Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan jenipeneliti
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